
 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 48 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYESUAIAN KELAS DAN NILAI JABATAN  

DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN 

BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a.  bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota 

Probolinggo Nomor 179 Tahun 2018 tentang Penetapan 

Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kota Probolinggo, masih terdapat nomenklatur jabatan, kelas 

jabatan dan nilai jabatan yang perlu disesuaikan karena 

perubahan kelembagaan Perangkat Daerah, kenaikan jenjang, 

inpassing dan hal-hal yang menyangkut mengenai persediaan 

personil Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya 

perpindahan wilayah kerja dan/atau mutasi yang berpengaruh 

pada besaran nominal Tambahan Penghasilan Pegawai;    

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian atau Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 179 Tahun 2018, 

namun dengan memperhatikan percepatan penanganan 

Corona Virus Disease (Covid 19) sebagai pandemik yang 

penyebarannya di dunia cenderung terus meningkat dari 

waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian 

material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek 

sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, Perubahan 

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 179 Tahun 2018 belum 

dapat dilakukan karena membutuhkan koordinasi, konsultasi 

dan asistensi yang menyeluruh dan komprehensif dengan 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi; 



  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Probolinggo tentang Penyesuaian Nilai dan Kelas Jabatan Dalam 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban 

Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 

Djawa Tengah, dan Djawa Barat  (Himpunan Peraturan 

Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494) yang telah diubah dengan terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 5679); 



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 

Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 



16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 

17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 137 Tahun 2018 

tentang Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana di 

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2018 Nomor 137); 

18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 179 Tahun 2018 

tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2018 Nomor 179); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN NILAI DAN 

KELAS JABATAN DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal 1 

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai ditetapkan, sebagai berikut : 

a. pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai akibat adanya 

perubahan kelembagaan Perangkat Daerah akan diberikan Tambahan 

Penghasilan Pegawai sebesar nominal pada jabatan yang lebih rendah; 

dan/atau 

b. pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai akibat adanya penataan 

pegawai yaitu kenaikan jenjang, inpassing dan hal-hal yang menyangkut 

mengenai persediaan personil Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya 

perpindahan wilayah kerja dan/atau mutasi akan diberikan Tambahan 

Penghasilan Pegawai sebesar 80 (delapan puluh) persen dari penghasilan 

yang diterimanya sesuai dengan Jabatan yang ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Walikota Probolinggo. 

yang apabila dikemudian hari terdapat selisih akan diberikan sesuai ketentuan 

Peraturan PerUndang-Undangan. 



(2) Pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberlakukan sampai dengan ditetapkannya kelas dan nilai jabatan yang 

baru oleh menteri yang membidangi Pemberdayaan Aparatur Negara dengan 

ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 179 

Tahun 2018.  

 

Pasal 2 

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dapat dilaksanakan terhitung mulai bulan 

Januari 2020.   

 

Pasal 3 

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku,  

diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain 

dengan Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 
pada tanggal  4  Mei  2020 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal  4  Mei  2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 
BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 48  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 


